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ABSTRAK 
 
 
HASRUL HUSAIN (B111 09 062),  “Tinjauan Kriminologis Terhadap 
Kejahatan  Pencurian  Kendaraan Bermotor  di  Wilayah Hukum Polres  
Kota Kolaka (Studi Kasus Tahun 2010-2014)” di bawah bimbingan 
Prof.Dr.Aswanto,S.H.,M.H.,DFM. sebagai pembimbing I dan Dr.Dara 
Indrawati,S.H.,M.H. sebagai pembimbing II. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor  yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian motor di dalam wilayah 
hukum polres kolaka dalam kurun waktu empat tahun terakhir, serta untuk 
mengetahui bagaimana upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam 
menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan motor di kota kolaka. 
Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan membandingkan 
keadaan nyata dengan data yang ada tentang faktor-faktor yang 
menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian motor, serta bagaimana 
upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam menanggulangi kejahatan 
pencurian kendaraan motor yang terjadi di kota kolaka. 
Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang 
menyebabkan terjadinya pencurian kendaraan bermotor di kota kolaka 
atau di dalam wilayah hukum polres kolaka, yakni faktor ekonomi, faktor 
pendidikan, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor kelalaian korban, 
serta lemahnya penegakan hukum. Lanjut dari hasil penelitian ini, 
mengenai upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian kota kolaka dalam 
menanggulangi kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah upaya 
preventif dan upaya represif. Namun pihak kepolisian kota kolaka lebih 
mengedepankan upaya preventif dibandingkan upaya represif, karena 
pencegahan lebih baik dari pemberantasan. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
  Plato (427-347 s.m.)  mengatakan “bahwa  emas  dan 
manusia  adalah  merupakan  sumber  dari  banyak  kejahatan”. 
  Lanjut Aristoteles (382-322 s.m.) mengatakan “bahwa 
kemiskinan menimbulkan kejahatan dan pemberontakan. Kejahatan 
yang besar tidak diperbuat untuk memperoleh apa yang perlu untuk 
hidup, tetapi untuk kemewahan”. 
 Indonesia adalah salah satu negara dengan pertumbuhan 
penduduk  yang  semakin  hari  semakin meningkat. Sehingga  
tercipta suatu kondisi yang sangat berpengaruh terhadap kondisi 
sosial ekonomi masyarakat, mendorong pemerintah dapat 
menyediakan  lapangan  pekerjaan bagi masyarakat  untuk  
mengatasi  masalah  yang  menyangkut  kebutuhan hidup.  Kondisi  
ini,  mudah  sekali  menimbulkan  masalah  dibidang  keamanan  dan 
ketenangan  hidup  masyarakat,  seperti  terjadinya  tindak  pidana 
atau   kejahatan  yang  dapat   dilakukan  seseorang  demi  memenuhi 
kebutuhan  hidupnya. Hal  tersebut  disebabkan oleh adanya 
beberapa  masyarakat  atau  oknum  demi  memenuhi  kebutuhan  
dan  keinginannya  mereka rela  melakukan  apa  saja  agar  dapat 
tercapai.  
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 Pembangunan  merupakan  implementasi  kehendak  rakyat, 
yang  berorientasi  pada  upaya  peningkatan  kesejahteraan  rakyat, 
secara terencana dan terarah, sehingga pada gilirannya 
pembangunan dalam berbagai dimensi tidak berdiri sendiri tetapi 
memiliki  korelasi  antara  berbagai upaya pembangunan yang 
memiliki keterkaitan, dalam menjalankan amanah Undang-Undang 
Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, dapat 
dilaksanakan  menuju  masyarakat  yang  adil  dan  makmur. 
 Manusia  adalah  makhluk  yang  paling  berkembang  
diantara makhluk  lain,  perkembangan  yang  disebabkan  ilmu  
pengetahuan dan  pola  pikir   yang  lebih  maju. Namun  
perkembangan  itu  selalu diikuti  penyesuaian diri  yang  kadang-
kadang  tidak  seimbang,    yang  menyebabkan  seseorang  dapat  
melanggar  norma-norma atau melakukan  tindakan  kejahatan  akibat  
dari  keterbatasan atau keadaan  yang   memaksa  seseorang  
melakukan kejahatan tersebut.  
  Demi  mewujudkan kehidupan yang aman dan sejahtera. 
Sesuai  dengan  saran  tujuan  KUHP  nasional ; 
“Untuk mencegah penghambatan atau penghalang-halangan 
datangnya masyarakat yang dicita-citakan oleh bangsa indonesia, 
yaitu dengan jalan penentuan perbuatan-perbuatan manakah yang 
pantang dan tidak boleh dilakukan, serta pidana apakah yang 
diancamkan kepada mereka yang melanggar larangan-larangan itu..” 
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 Hukum merupakan suatu pranata sosial, yang berfungsi 
sebagai alat untuk mengatur  masyarakat,  dalam  kamus  bahasa 
indonesia  diartikan  sebagai  “peraturan  atau  adat  yang secara 
resmi  dianggap  mengikat  yang  dikukuhkan  oleh penguasa atau 
oleh  pemerintah. 
 Kejahatan merupakan salah satu bentuk dari perilaku 
menyimpang yang selalu ada dan melekat dalam setiap bentuk 
masyarakat. Karena  itu  kejahatan  merupakan  fenomena  sosial 
yang  bersifat  universal  dalam  kehidupan  manusia Seperti 
kejahatan  pencurian.  Kejahatan  ini merupakan suatu perbuatan 
yang  menyimpang  yang mempunyai sifat tercela, sehingga 
perbuatan  ini  sering  menimbulkan  reaksi  sosial  dalam  
masyarakat, upaya yang  telah dilakukan oleh pemerintah dalam 
menghapus   secara  tuntas  kejahatan  tersebut  sering  kali  berakhir 
dengan  kegagalan, sehingga  upaya lain  yang dapat dilakukan 
adalah dengan cara menekan atau mengurangi laju terjadinya 
kejahatan tersebut. 
 Ada  banyak  perbuatan atau tindakan-tindakan yang 
melanggar  hukum  serta  mengganggu  ketenangan  dan  keserasian 
hidup  dalam  bermasyarakat  dan hampir setiap hari kita dapat 
melihat  di media elektronik maupun di media massa tindakan-
tindakan  yang  dilakukan  seseorang  atau  pelaku  kejahatan  
dengan berbagai alasan melanggar hukum, namun dalam hal ini 
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penulis  hanya  memfokuskan  pada  tindak  pidana  pencurian  dalam 
hal ini pencurian kendaraan bermotor (CURANMOR).  
 Kejahatan pencurian  kendaraan  bermotor  merupakan 
salah satu kejahatan atau tindak pidana  yang  paling  sering  terjadi  
di  masyarakat, dimana  hampir  terjadi disetiap  daerah-daerah  yang 
ada di indonesia. Kecenderungan  melakukan  pencurian  ketika  
kesempatan itu ada maka para  pelaku melakukannya dengan tidak 
memperdulikan waktu, namun dalam beberapa kasus pencurian 
dilakukan dalam waktu tertentu, yaitu melibatkan kondisi dimana 
setiap orang akan mencari waktu yang tepat dalam melakukan aksi 
operasinya.  
 Dari beberapa pengamatan terhadap kasus-kasus tampak 
bahwa  kejadian  pencurian  yang  sangat  rawan  terjadi  adalah  di 
waktu malam hari, sehingga hampir setiap saat di waktu malam 
seluruh  komponen  masyarakat  cenderung  menyiapkan  berbagai 
cara  untuk  mengatasi atau meminimalkan  peluang  pencurian,  
untuk  itu dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam ronda-
ronda  malam (jaga malam)  ini  memberikan  indikasi  bahwa  
peluang pencurian dan sasaran waktu yang dipilih oleh komplotan 
atau  individu di dalam melakukan aksi  pencurian pada malam hari, 
sehingga dapatlah diindikasikan waktu malam memiliki potensi 
pencurian  yang  sangat  tinggi dibandingkan dengan waktu-waktu 
lain, sementara aktivitas pencurian yang dilakukan memiliki 
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kecenderungan  berkelompok  yang dibentuk untuk menyusun 
aktivitas  pencuriannya. 
 Pencurian merupakan tindakan kriminalitas, yang sangat 
menganggu kenyamanan masyarakat. Untuk itu perlu sebuah 
tindakan  konsisten  yang  dapat  meminimalisir   kejahatan  pencurian 
ini, sehingga  terjalin  kerukunan  dalam   bermasyarakat.  Kemiskinan 
adalah salah satu keadaan yang banyak mempengaruhi perilaku 
seseorang, mengarahkan  pada tiap tindakannya menjadi 
menyimpang   sehingga   tindakan  yang  dipilih  oleh  seseorang  atau 
para pelaku kejahatan adalah melakukan  perbuatan yang melanggar 
hukum. Kenyataan yang terjadi akibat dari keadaan itu dapat 
dibuktikan dari jumlah pencurian yang makin meningkat disetiap 
daerah-daerah  yang  ada  di  indonesia  seperti  halnya di Kota 
Kolaka Sulawesi Tenggara, kondisi ini dapat berdampak pada 
beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan 
pelaku pencurian tersebut. Kejahatan pencurian pada hakikatnya 
dapat ditekan, salah satunya dengan cara meningkatkan sistem 
keamanan lingkungan, serta  adanya  kesadaran  dari  setiap  individu 
dalam  masyarakat  untuk  lebih waspada dalam  menjaga harta 
benda miliknya maupun dengan cara penerapan sanksi terhadap 
pelaku kejahatan dalam hal ini kejahatan pencurian. 
 Berdasarkan uraian diatas, maka penulis dalam rangka 
penyelesaian tugas akhir, bermaksud melakukan penelitian terhadap 
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salah satu jenis perbuatan yang melawan hukum ; dengan judul 
“Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian 
Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polres Kota Kolaka 
(Studi Kasus Tahun 2010 – 2014)”. 
B.   Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah 
sebagai berikut : 
1. Faktor-faktor apakah yang menyebabkan seseorang melakukan 
Kejahatan Pencurian  Kendaraan Bermotor  di Kota Kolaka? 
2. Bagaimana upaya aparat penegak hukum khususnya pihak 
kepolisian dalam menanggulangi Kejahatan Pencurian Kendaraan 
Bermotor di Kota Kolaka? 
C.   Tujuan  Penelitian 
       Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi penyebab seseorang 
melakukan Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota 
Kolaka. 
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya aparat penegak hukum 
khususnya pihak kepolisian dalam menanggulangi Kejahatan 
Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Kolaka. 
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D.   Kegunaan Penelitian 
Dari  hasil  penelitian   ini   diharapkan   dapat   memberikan   manfaat 
Sebagai  berikut : 
1.   Diharapkan penulisan ini dapat memberikan sumbangsi pemikiran 
dalam membangun penegakan hukum di Indonesia terutama 
masalah yang menyangkut Kejahatan Pencurian Kendaraan 
Bermotor di Kota Kolaka. 
2.  Sebagai saran informasi bagi pembaca khususnya bagi kalangan 
mahasiswa Fakultas Hukum yang berminat untuk meneliti lebih 
lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam skripsi ini. 
 
 
 
. 
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BAB  II 
TINJAUAN PUSTAKA 
  
A. Kriminologi 
1.  Pengertian Kriminologi 
  Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang 
berkembang  pada  Tahun  1850 bersama-sama sosiologi, 
antropologi, dan psikologi. Nama  kriminologi  ditemukan oleh P. 
Topinard (1830-1911),  seorang  ahli  antropologi  Prancis.  
Sedangkan istilah yang dipakai sebelumnya adalah “antropologi 
criminal”. 
  Secara  etimologis  kriminologi  berasal  dari kata “Crimen” 
yang  berarti  kejahatan  dan  logos yang  berarti  pengetahuan atau 
ilmu pengetahuan. Sehingga kriminologi adalah ilmu/ pengetahuan 
tentang kejahatan. 
   Menurut W.A. Bonger (Topo Santoso,2003:9), 
mengemukakan bahwa “Krimonologi adalah ilmu pengetahuan yang 
bertujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya” 
   Lanjut menurut W.A. Bonger (Topo Santoso,2003:9) 
menentukan suatu ilmu pengetahuan harus memenuhi syarat sebagai 
berikut : 
a. Ilmu pengetahuan harus mempunyai metode tersendiri, artinya 
suatu prosedur pemikiran untuk merealisasikan sesuatu tujuan 
atau sesuatu cara yang sistematik yang dipergunakan untuk 
mencapai tujuan. 
b. Ilmu pengetahuan mempunyai sistem, artinya suatu kebulatan 
dari berbagai bentuk bagian yang saling berhubungan antara 
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bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, antara segi yang 
satu dengan segi yang lainnya, selanjutnya dengan peranan 
masing-masing segi di dalam hubungan dan proses 
perkembangan keseluruhan 
c. Mempunyai obyektivitas, artinya mengejar persesuaian antara 
pengetahuan dan diketahuinya, mengejar sesuai isinya dan 
obyeknya (hal yang diketahui). 
       Jadi menurut W.A. Bonger (Topo Santoso,2003:9) bahwa 
“kriminologi yang memiliki syarat tersebut diatas dianggap sebagai 
suatu ilmu yang mencakup seluruh gejala-gejala patologi sosial, 
seperti pelacuran, kemiskinan, narkotik dan lain-lain” 
       Wood (Abd Salam,2007:5), merumuskan definisi kriminologi  
bahwa “Sebagai Ilmu pengetahuan tentang perbuatan jahat dan 
perilaku tercela yang menyangkut orang-orang yang terlibat dalam 
perilaku jahat dan perbuatan tercela itu”. 
  Berdasarkan  pengertian  kriminologi  dari  beberapa ahli di 
atas, maka dapat disimpulkan bahwa kriminologi pada dasarnya 
merupakan ilmu yang mempelajari kejahatan, untuk memahami 
sebab-musabab   terjadinya  kejahatan,  serta  upaya-upaya  apa  
yang  dilakukan  untuk  menanggulangi  kejahatan. 
2.  Ruang Lingkup Kriminologi  
  Menurut Sutherland, kriminologi terdiri dari tiga bagian utama, yaitu:  
a. Etiologi kriminal, yaitu usaha secara ilmiah untuk mencari sebab-
sebab kejahatan;  
b. Penologi, yaitu pengetahuan yang mempelajari tentang sejarah 
lahirnya hukuman, perkembangannya serta arti dan faedahnya;  
c. Sosiologi hukum (pidana), yaitu analisis ilmiah terhadap kondisi-
kondisi yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana.  
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Sedangkan menurut A.S. Alam mengemukakan bahwa ruang lingkup 
pembahasan kriminologi mencakup tiga hal pokok, yakni: 
a. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws);  
b. Etiologi kriminal, yang membahas teori-teori yang menyebabkan 
terjadinya kejahatan (breaking of laws);  
c. Reaksi terhadap pelanggaran hukum (reacting toward the breaking 
laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada 
pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi 
terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan 
kejahatan (criminal prevention).  
  Dalam  hal proses pembuatan hukum pidana (process of 
making laws)  maka  yang  jadi  pokok  bahasannya  meliputi  definisi 
kejahatan, unsur-unsur kejahatan, relativitas pengertian kejahatan, 
penggolongan  kejahatan,  dan  statistik  kejahatan.  
  Sedangkan  dalam etiologi kriminal, yang dibahas adalah 
aliran-aliran (mazhab-mazhab)  kriminologi,  teori-teori  kriminologi, 
dan  berbagai  perspektif  kriminologi. 
  Selanjutnya  yang  dibahas  dalam  bagian  ketiga  yaitu  
reaksi terhadap  pelanggaran  hukum  antara  lain  teori-teori  
penghukuman dan upaya-upaya penanggulangan/ pencegahan 
kejahatan, baik berupa  tindakan  pre-entif,  preventif,  represif,  dan  
rehabilitatif. 
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  Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa kriminologi 
mempelajari  mengenai  kejahatan,  yaitu  norma-norma  yang  
termuat  di  dalam  peraturan pidana. Yang kedua mempelajari 
tentang pelakunya, yaitu orang yang melakukan kejahatan, atau 
sering  disebut  penjahat.  Dan  yang  ketiga  adalah reaksi 
masyarakat  terhadap  kejahatan  dan  pelaku.  Hal  ini bertujuan 
untuk  mempelajari  pandangan  serta tanggapan masyarakat 
terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala-gejala yang timbul 
dimasyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau 
membahayakan  masyarakat  luas. 
3.   Aliran  Pemikiran  Dalam  Kriminologi 
 Menurut I.S. Susanto yang dimaksud aliran pemikiran di sini 
adalah cara pandang (kerangka acuan, perspektif, paradigma) yang 
digunakan oleh para kriminolog dalam melihat, menafsirkan, 
menanggapi dan menjelaskan fenomena kejahatan.   
 Dalam kriminologi dikenal tiga aliran pemikiran untuk 
menjelaskan  fenomena  kejahatan  yaitu  kriminologi  klasik,  positivis 
dan  kritis,  yaitu : 
1. Kriminologi Klasik 
Seperti  halnya dengan pemikiran klasik pada umumnya 
yang  menyatakan  bahwa  intelegensi  dan  rasionalitas 
merupakan ciri-ciri yang fundamental manusia dan menjadi dasar 
untuk  memberikan  penjelasan perilaku manusia, baik yang 
bersifat  perorangan  maupun kelompok, maka masyarakat 
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dibentuk sebagaimana adanya sesuai dengan pola yang 
dikehendakinya. Ini berarti bahwa  manusia  mengontrol  nasibnya 
sendiri,  baik  sebagai  individu  maupun  masyarakat. 
Begitu pula kejahatan dan penjahat pada umumnya 
dipandang  dari  sudut  hukum,  artinya  kejahatan adalah 
perbuatan  yang dilarang oleh undang-undang pidana, sedangkan 
penjahat adalah orang yang melakukan kejahatan. Kejahatan 
dipandang  sebagai  hasil  pilihan  bebas  dari  individu yang 
menilai  untung  ruginya  melakukan  kejahatan. Tanggapan 
rasional  yang  diberikan  oleh masyarakat  adalah agar individu 
tidak melakukan pilihan dengan berbuat kejahatan yaitu dengan 
cara  meningkatkan  kerugian  yang harus dibayar dan sebaliknya 
dengan menurunkan keuntungan yang dapat diperoleh dari 
melakukan kejahatan. 
Dalam hubungan ini, maka tugas kriminologi adalah 
membuat pola dan menguji sistem hukuman yang akan 
meminimalkan tindak kejahatan. 
2. Kriminologi Positivis 
Aliran  pemikiran ini bertolak pada pandangan bahwa 
perilaku  manusia  ditentukan  oleh  faktor-faktor  di luar  
kontrolnya, baik  yang  berupa  faktor biologis maupun kultural. Ini 
berarti bahwa  manusia bukan makhluk yang bebas untuk berbuat 
menuruti  dorongan  kehendaknya  dan  intelegensinya,  akan 
tetapi  makhluk  yang  dibatasi  atau  ditentukan  oleh situasi 
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biologis atau kulturalnya. Aliran positivis dalam kriminologi 
mengarahkan pada usaha untuk menganalisis sebab-sebab 
perilaku  kejahatan  melalui  studi  ilmiah ciri-ciri penjahat dari 
aspek  fisik,  sosial  dan  kultural. Oleh  karena  kriminologi  positivis 
dalam  hal-hal  tertentu  menghadapi  kesulitan untuk 
menggunakan batasan undang-undang, akibatnya mereka 
cenderung  untuk  memberikan  batasan  kejahatan secara 
alamiah,  yaitu  lebih  mengarahkan  pada  batasan  terhadap ciri-
ciri perilaku itu sendiri daripada perilaku yang didefinisikan oleh 
undang-undang. 
3. Kriminologi Kritis 
Aliran pemikiran ini tidak berusaha untuk menjawab 
persoalan-persoalan apakah perilaku manusia itu bebas ataukah 
ditentukan, akan tetapi lebih mengarahkan pada proses-proses 
yang dilakukan oleh manusia dalam membangun dunianya di mana 
dia hidup. Dengan demikian akan mempelajari proses-proses dan 
kondisi-kondisi yang mempengaruhi  pemberian  batasan  
kejahatan  kepada orang-orang dan tindakan-tindakan tertentu 
pada  waktu  dan  tempat  tertentu. 
B. Pengertian Kejahatan 
 Pertama, dari sudut pandang hukum (a crime from the legal 
point of view).  Batasan kejahatan dari sudut pandang ini adalah 
setiap  tingkah laku  yang  melanggar  hukum  pidana.  Bagaimanapun 
jeleknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang di 
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dalam  perundang-undangan pidana, maka perbuatan itu tetap 
sebagai  perbuatan  yang  bukan  kejahatan. 
 Sutherland  berpendapat  bahwa  Criminal behavior is 
behavior in violation of the criminal law No matter what the degree of 
immorality, reprehensibility or indecency of an act it is not a crime 
unless it is prohibited by the criminal law.  Contoh konkrit dalam hal ini 
adalah perbuatan seorang wanita yang melacurkan diri. Dilihat dari 
defenisi  hukum,  perbuatan  wanita  tersebut  bukan  kejahatan 
karena perbuatan melacurkan diri tidak dilarang dalam perundang-
undangan pidana Indonesia. Sesungguhnya perbuatan melacurkan 
diri sangat jelek dilihat dari sudut pandang agama, adat istiadat, 
kesusilaan, dan lain-lainnya, namun perbuatan itu tetap bukan 
kejahatan dilihat dari defenisi hukum, karena tidak melanggar 
perundang-undangan yang berlaku. 
 Kedua, dari sudut pandang masyarakat (a crime from the 
sociological point of view). Batasan  kejahatan  dari  sudut  pandang 
ini  adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang 
masih  hidup di dalam  masyarakat.  Contohnya  bila  seorang  muslim 
meminum  minuman keras  sampai  mabuk,  perbuatan  itu 
merupakan  dosa (kejahatan)  dari  sudut  pandang  masyarakat 
Islam,  dan  namun  dari  sudut  pandang  hukum  bukan  kejahatan. 
  W. A. Bonger (1981 : 25), mendefinisikan kejahatan sebagai 
berikut: “Kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, tidak 
moral yang tidak dikehendaki oleh kelompok pergaulan yang 
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bersangkutan dan memperoleh tantangan secara sadar dari negara 
berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).” 
  Berbeda dengan defenisi di atas, apa yang dikemukakan 
Van Bemmelen (J. E. Sahetapy, 1992 : 14), yang merumuskan 
pengertian kejahatan sebagai berikut: 
“Kejahatan adalah perbuatan yang merugikan, sekaligus asusila, 
perbuatan mana yang menghasilkan kegelisahan dalam suatu 
masyarakat tertentu, sehingga masyarakat itu berhak mencela dan 
menolak perbuatan itu, dan dengan demikian menjatuhkan dengan 
sengaja nestapa terhadap perbuatan itu.” 
  Soedjono D (1976 : 20) mengemukakan bahwa kejahatan 
harus dilihat dari tiga segi, yaitu: 
1. Dari segi yuridis, yaitu perbuatan yang dilarang oleh undang-
undang dan pelanggarannya diancam dengan undang-undang. 
2. Dari segi kriminologi, yaitu perbuatan yang melanggar norma-
norma yang berlaku di dalam masyarakat dan mendapat reaksi 
negatif dari masyarakat. 
3. Dari segi psikologi, yaitu perbuatan manusia abnormal yang 
bersifat melanggar norma-norma hukum yang disebabkan oleh 
faktor-faktor kejiwaan dari si pelaku perbuatan tersebut. 
C. Pengertian Kendaraan Bermotor 
 Kendaraan  Bermotor  adalah  kendaraan yang digerakkan 
oleh peralatan teknik untuk pergerakannya, dan digunakan untuk 
transportasi darat. Umumnya Kendaraan Bermotor menggunakan 
16 
mesin pembakaran dalam (perkakas atau alat untuk menggerakkan 
atau  membuat  sesuatu  yg  dijalankan  dengan roda, digerakkan 
oleh tenaga manusia atau motor penggerak, menggunakan bahan 
bakar minyak atau tenaga alam). Kendaraan  bermotor  memiliki  
roda, dan  biasanya  berjalan  di  atas  jalanan.  
 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 1992, yang 
dimaksud  dengan peralatan teknik dapat berupa motor atau 
peralatan  lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber 
daya  energi  tertentu  menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor 
yang bersangkutan. Pengertian kata kendaraan bermotor dalam 
ketentuan ini adalah terpasang pada tempat sesuai dengan 
fungsinya. Termasuk  dalam  pengertian  kendaraan  bermotor  
adalah kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan 
dengan  kendaraan  bermotor  sebagai  penariknya.  
 Jenis  Kendaraan  bermotor  menurut  Peraturan 
Pemerintah  Republik  Indonesia  Nomor  44  Tahun  1993  tentang 
Kendaraan  dan  Pengemudi  tanggal  14  Juli  1993  yang  
merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 
tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :     
a.  sepeda motor;  
b. mobil penumpang (termasuk juga dari jenis Mobil Keluarga Ideal 
terbaik Indonesia);   
c. mobil bus;   
d. mobil barang;   
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e. kendaraan khusus. 
 
D. Kejahatan  Pencurian 
1. Pengertian  Kejahatan  Pencurian 
 Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (W.J.S. 
Poerwadarminta, 1982 : 217) memberikan arti curi sebagai berikut: 
“Curi sama dengan maling, mencuri berarti mengambil secara 
sembunyi-sembunyi atau diam-diam milik orang lain tidak dengan 
jalan sah, “misalnya ia dituduh mencuri uang”. 
  Sedangkan rumusan tindak pidana dalam Pasal 362 KUHP 
(R.   Soesilo, 1996 : 249) adalah : 
“Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau 
sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan 
memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian 
dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda 
sebanyak-banyaknya Rp. 900.,-“. 
2. Unsur-Unsur  Kejahatan Pencurian 
  R. Soesilo (1996 : 249) merumuskan unsur-unsur pencurian 
biasa adalah sebagai berikut : 
1. Perbuatan “mengambil” 
2. Yang diambil harus “sesuatu barang” 
3. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. 
 
4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” 
barang itu dengan “melawan hukum” (melawan hak). 
 
1. Perbuatan “mengambil” 
  Wirjono Prodjodikoro (2003 : 15) mengemukakan bahwa 
unsur pertama dari tindak pidana pencurian adalah perbuatan 
mengambil. Kata mengambil (wegnemen) dalam arti sempit 
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terbatas pada menggerakan tangan dan jari-jari, memegang 
barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. 
  Perbuatan mengambil jelas tidak ada apabila barangnya 
oleh yang berhak diserahkan kepada pelaku. Apabila penyerahan 
ini disebabkan pembujukan dengan tipu muslihat, maka ada tindak 
pidana penipuan. Jika penyerahan ini disebabkan ada paksaan 
dengan kekerasan oleh si pelaku, maka ada tindak pidana 
pemerasan (afpersing), jika paksaan itu berupa kekerasan, 
langsung, atau merupakan tindak pidana pengancaman 
(afdreiging) jika paksaan ini berupa mengancam akan membuka 
rahasia. 
 Lebih lanjut R.Soesilo (1996 : 250) memberikan pengertian 
mengambil adalah “Mengambil” = mengambil untuk dikuasainya, 
maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut 
belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu memiliki itu 
barangnya sudah ada ditangannya, maka perbuatan itu bukan 
pencurian, tetapi penggelapan (Pasal 372). Pengambilan 
(pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang 
tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja 
barang itu dan belum berpindah tempat, maka orang itu belum 
dapat dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru “mencoba” mencuri. 
2. Yang diambil itu harus “sesuatu barang”. 
  Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003 : 16), oleh karena 
sifat tindak pidana pencurian adalah merugikan kekayaan si 
korban, maka barang yang diambil harus berharga. Harga ini tidak 
selalu bersifat ekonomis. 
Barang yang diambil dapat sebagian dimiliki oleh  si 
pencuri, yaitu apabila merupakan suatu barang warisan yang 
belum dibagi-bagi dan si pencuri adalah salah seorang ahli waris 
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yang turut berhak atas barang itu. Hanya jika barang yang diambil 
itu tidak dimiliki oleh siapa pun, misalnya sudah dibuang oleh si 
pemilik, maka tidak ada tindak pidana pencurian. 
Menurut  R. Soesilo (1996 : 250) memberikan pengertian 
sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk 
pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, 
kalung dan sebagainya.  
3. Barang itu harus “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”. 
Sebelum membahas lebih lanjut unsur yang ketiga ini, 
maka terlebih dahulu diberikan pengertian barang atau batas 
apakah yang dimaksud dengan: 
1. Barang. 
2. Seluruhnya atau sebagian milik orang lain; 
3. Dan pengertian orang lain itu sendiri; 
Yang dimaksud dengan Barang ialah yang tercantum 
dalam ketentuan Pasal 499 KUHPerdata yang menggariskan 
sebagai berikut : 
“Menurut pengertian Undang-Undang, yang dimaksud 
dengan Benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak, yang dapat 
dikuasai oleh hak milik,” Selanjutnya Undang-Undang 
membedakan pengertian barang bergerak dan tidak bergerak, 
barang berwujud dan tidak berwujud. 
Dalam Pasal 503 KUHPerdata menentukan bahwa tiap-
tiap kebendaan adalah bertubuh atau tidak bertubuh (atau 
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berwujud atau tidak berwujud); 
Dalam Pasal 504 KUHPerdata menggariskan bahwa tiap-
tiap kebendaan adalah bergerak dan tidak bergerak; tidak ada 
penggarisan atau batasan tentang barang yang menjadi objek 
pencurian. 
Barang sebagai objek pencurian harus kepunyaan atau 
milik orang lain walaupun hanya sebahagian saja. Hal ini memiliki 
pengertian bahwa meskipun barang yang dicuri tersebut 
merupakan sebahagian lainnya adalah kepunyaan (milik) dari 
pelaku pencurian tersebut dapat dituntut dengan pasal ini, 
misalnya dua orang membeli sebuah mobil dengan modal 
bersama, setelah beberapa hari kemudian salah seorang 
diantaranya mengambil mobil tersebut dengan maksud dimilikinya 
sendiri dengan tanpa sepengetahuan rekannya, maka perbuatan 
seseorang  tersebut sudah dikategorikan sebagai perbuatan 
mencuri, sebagaimana dijelaskan di atas. Sedangkan untuk barang 
yang tidak ada pemiliknya tidak dapat dijadikan sebagai objek dari 
pencurian. 
Sebagaimana diuraikan oleh R.Soesilo (1996 : 250) 
bahwa suatu barang yang bukan kepunyaan seseorang tidak 
menimbulkan pencurian, misalnya binatang liar yang hidup di alam, 
barang-barang yang sudah “dibuang” oleh yang punya dan 
sebagainya. 
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4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk “memiliki” 
barang itu dengan melawan hukum (melawan hak). 
Menurut Wirjono Prodjodikoro (2003 : 16-17) bahwa 
unsur memiliki barangnya dengan melanggar hukum ini juga 
terdapat pada tindak pidana penggelapan barang dari Pasal 372 
KUHP, bahkan di sana tidak hanya harus ada tujuan untuk itu, 
tetapi perbuatan si pelaku harus masuk rumusan memiliki 
barangnya dengan melanggar hukum. 
Mengenai wujud dari memiliki barang baik Pasal 362 
perihal pencurian maupun dalam Pasal 372 perihal penggelapan 
barang, hal ini sama sekali tidak ditugaskan. 
Wirjono Prodjodikoro (2003 : 17) merumuskan wujud 
dari memiliki yaitu sebagai berikut :Berbuat sesuatu dengan suatu 
barang seolah-olah pemilik barang itu, dan dengan perbuatan 
tertentu itu si pelaku melanggar  hukum. 
Selanjutnya Wirjono Prodjodikoro (2003 : 18) 
merincikan bahwa perbuatan ini dapat berwujud macam-macam 
seperti menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, 
menggadaikan dan sering bahkan bersifat negatif, yaitu tidak 
mempersilahkan orang berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa 
persetujuannya. 
Sedangkan menurut R.Soesilo (1996 : 250) bahwa : 
“Pengambilan” itu harus dengan sengaja dan dengan maksud 
untuk dimilikinya. Orang “karena keliru” mengambil barang orang 
lain itu bukan pencurian. Seorang “menemukan” barang di jalan 
kemudian diambilnya, bila waktu mengambil itu sudah ada maksud 
untuk memiliki barang itu masuk pencurian. Jika waktu mengambil 
itu pikiran terdakwa barang diserahkan pada polisi, akan tetapi 
serentak datang di rumah barang itu dimiliki untuk diri sendiri (tidak 
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diserahkan kepada polisi), ia salah “menggelapkan” (Pasal 372), 
karena waktu barang itu dimilikinya sudah berada ditangannya. 
Terhadap unsur-unsur 3 dan 4 yakni dengan maksud hendak 
memiliki barang dengan melawan hukum. 
 Wirjono Prodjodikoro (2003; 17) menjelaskan; bahwa 
sebetulnya ada kontradiksi antara “memiliki barang” dan 
“melanggar hukum memiliki barang berarti menjadikan dirinya 
sebagai pemilik dan untuk menjadi pemilik suatu barang harus 
menurut hukum. Setiap pemilik barang adalah pemilik menurut 
hukum, maka sebenarnya adalah tidak mungkin orang memiliki 
barang milik orang lain dengan melanggar hukum, oleh karena 
kalau hukum dilanggar tidak mungkin orang tersebut menjadi 
pemilik barang”    
 Berdasarkan uraian diatas apabila dalam suatu perkara 
tindak pidana pencurian unsur-unsur tersebut tidak dapat 
dibuktikan dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, maka Majelis 
Hakim akan menjatuhkan putusan bebas terhadap terdakwa yang 
disangka telah melakukan tindak pidana pencurian. Maka dalam 
proses pembuktian pada persidangan perlu kecermatan dan 
ketelitian khususnya bagi penyidik dan jaksa penuntut umum untuk 
menetapkan unsur-unsur sebagaimana tersebut diatas dalam 
melakukan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara tindak 
pidana pencurian. 
3.  Jenis-jenis kejahatan Pencurian 
 Didalam KUHP jenis tindak pidana pencurian telah diatur, sebagai  
berikut ; 
1.  Pencurian Biasa 
Pencurian  biasa  ini  diatur  dalam Pasal 362 KUHP, 
yang  menjadi dasar  unsur-unsur deliknya terhadap semua delik 
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pencurian, yang diatur dalam Pasal 362 KUHP sampai dengan 
Pasal 367 KUHP, ditambah dengan unsur-unsur pemberatan atau 
peringanan yang tidak dijumpai dalam Pasal 362 KUHP. 
2. Pencurian Berat atau Berkualifikasi 
Pencurian berat atau berkualifikasi ini diatur dalam Pasal  363 
KUHP dengan unsur-unsurnya sebagai berikut : 
a. Semua unsur-unsur tindak pidana yang terdapat dalam Pasal 
362 KUHP 
b. Ditambah dengan unsur-unsur pemberat, yang menjadi   
objek pencurian yakni : 
1. Ternak; 
2. Kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, 
letusan gunung, kapal dalam keadaan karam/terdampar, 
kecelakaan kereta api, huru hara, waktu terjadinya 
pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang; 
3. Pencurian dilakukan di waktu malam, pada sebuah rumah 
atau pekarangan tertutup, disitu ada orang dan 
bertentangan dengan kemauan orang yang berhak; 
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih 
secara bersama-sama; 
5. Pencurian ini dilakukan untuk mencapai barang dengan 
mengambil tersebut dengan jalan: membongkar, 
memecah, memotong, memanjat, memakai kunci palsu, 
perintah palsu, atau pakaian dan jabatan palsu; 
Dalam Pasal 363 KUHP ini ada 2 (dua) ayat ketentuan : 
- Pada ayat 1 : Ancaman hukuman tersebut 7 Tahun 
- Pada ayat 2 : Ancaman hukuman selama-lamanya  9  
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Tahun bila perbuatan tersebut dilakukan pada no. 3 
disertai dengan salah satu hal yang tersebut dalam 
nomor 4 dan nomor 5. 
3.   Pencurian Ringan 
Pencurian ringan ini diatur dalam ketentuan Pasal 364 KUHP 
yang unsur-unsur tindak pidananya sebagai berikut : 
a. Semua unsur delik yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP 
b. Ditambah dengan unsur-unsur lainnya yakni : 
- Bahwa nilai harga barang dicuri tersebut tidak lebih dari    
harga Rp. 25.0,- 
- Pencurian yang barang tidak dapat dinilai uang berapa   
harganya, tidaklah masuk dalam pengertian pencurian 
ringan; 
- Jadi walaupun sebaliknya nilai harga barang tersebut 
hanya berharga Rp.25.0,- tetapi cara melaksanakan 
pencurian itu sesuai yang tercantum/tersebut Pasal 363 
KUHP, maka tidaklah tersebut termasuk pencurian ringan 
tetapi tetap masuk sebagai pencurian berat atau 
berkualifikasi.  
4.   Pencurian Dengan Kekerasan 
 Pada  prinsipnya  bahwa  tindak  pidana pencurian 
dengan  kekerasan  sebagaimana  diatur  dalam rumusan Pasal 
365 KUHP  adalah  merupakan  tindak  pidana  pencurian biasa 
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Pasal 362 KUHP, akan tetapi tindak pidana pencurian ini 
disertai dengan keadaan-keadaan yang memberatkan, maka 
dikatakan atau disebut dengan tindak pidana pencurian dengan 
kekerasan.  
Menurut R.Soesilo (1996 : 98) bahwa yang dimaksud 
dengan melakukan kekerasan artinya “mempergunakan tenaga 
atau kekuatan jasmani tidak kecil secara yang tidak sah” 
misalnya memukul dengan tangan, atau segala macam senjata, 
menyepak, menendang, dan sebagainya. Selanjutnya 
menguraikan lebih lanjut sebagai berikut bahwa: 
a. “Pingsan” artinya tidak ingat lagi atau tidak sadar akan 
dirinya, umpamanya memberi minum racun atau lain-lain 
obat, sehingga orangnya tidak ingat lagi. Orang yang 
pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi akan 
dirinya. 
b. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau 
tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat mengadakan 
perlawanan sedikit pun misalnya mengikat kaki dan 
tangannya dengan tali, mengurung dalam kamar, 
memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh. Orang 
yang tidak berdaya itu masih dapat mengetahui apa yang 
terjadi atas dirinya”. 
5.  Pencurian dalam keluarga 
 Pencurian  sebagaimana  diatur  dalam  Pasal 367 
KUHP ini merupakan pencurian yang dilakaukan didalam 
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keluarga. pencurian dalam keluarga. Artinya baik pelaku 
maupun korbannya  masih  dalam  satu  keluarga.  
 Pencurian  dalam  Pasal 367 KUHP  akan  terjadi,  
apabila seorang  suami  atau isteri melakukan (sendiri)  atau  
membantu (orang lain) pencurian  terhadap  harta  benda  istri 
atau  suaminya.  
 Berdasarkan  ketentuan Pasal 367 ayat (1) KUHP, 
“apabila suami-istri tersebut masih dalam ikatan perkwinan 
yang utuh, tidak terpisah meja atau tempat tidur juga tidak 
terpisah  harta  kekayaannya,  maka  pencurian  atau 
membantu  pencurian  yang  dilakukan oleh mereka mutlak 
tidak  dapat  dilakukan  penuntutan”.  
 Jadi, apabila  suami  melakukan pencurian atau 
membantu (orang lain) melakukan pencurian terhadap harta 
benda istrinya, sepanjang keduanya masih terikat harta 
kekayaannya, maka terhadap suami itu mutlak tidak dapat 
dilakukan  penuntutan.  Demikian  berlaku  sebaliknya.  
 Dalam hal penuntutan dalam Pasal 367 ayat (1) dapat 
dilakukan  ketika  pencurian  yang  dilakaukan  suami  atau  istri 
ada  orang  lain (bukan termasuk dalam keluarga) baik  sebagai 
pelaku maupun sebagai pembantu maka penuntutan dapat 
dilakukan,  sekalipun  tidak  ada  pengaduan.  
 Lanjut,  pada Pasal 367 KUHP ayat (2) KUHP  untuk 
suami  dan  isteri  yang  sudah  terpisah  meja  dan ranjang 
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atau  terpisah  harta  kekayaan,  maka  apabila terjadi 
pencurian di antara mereka dapat dilakukan penuntutan, 
sekalipun  penuntutan terhadap mereka itu baru dapat 
dilakukan  apabila ada  pengaduan  dari  yang  dirugikan 
(suami atau isteri). Demikian juga apabila yang melakukan 
pencurian atau yang membantu melakukan pencurian itu 
adalah  keluarga  sedarah baik  dalam  garis  lurus (ke atas 
atau ke bawah) atau ke samping atau keluarga semenda 
sampai  derajat  kedua, penuntutan dapat dilakukan apabila 
ada  pengaduan.  
 Selanjutnya, pada Pasal  367 ayat (3) KUHP. Aturan 
ini sebenarnya  penting  untuk  suatu daerah yang  menganut  
garis keturunan ibu (matrilineal). Dalam hal “peran” suami 
berdasarkan (hukum)  setempat dilakukan oleh orang lain, 
maka  ketentuan  dalam  ayat (1)  dan  ayat (2) Pasal 367 
KUHP  juga  berlaku  baginya. 
E.  Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan 
1.  Perspektif  Biologis 
 Lahir sebagai penjahat (Born Criminal), teori dari Cesare 
Lambroso (1835-1909)  lahir  dari ide  yang  diilhami  oleh  teori  Darwin 
tentang evolusi manusia. Disini Lambroso  membantah  tentang  sifat 
Free will yang dimiliki manusia. Doktrin atavisme menurutnya 
membuktikan  adanya  sifat hewani yang diturunkan oleh nenek 
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moyang  manusia. Gen ini dapat  muncul  sewaktu-waktu  dari  
turunnya  memunculkan  sifat  jahat  pada  manusia  modern. 
 Lambrosso menggabungkan Positivism Comte, evolusi dari 
Darwin,serta pioner-pioner lain dalam studi tentang hubungan 
kejahatan dan tubuh manusia. Bersama-sama pengikutnya Enrico Ferri 
dan Rafaele Gorofalo, Lambrosso membangun suatu orientasi baru 
yaitu Mazhab Italia atau Mazhab Positif , yang mencari penjelasan atas 
tingkah laku kriminal melalui eksperimen dan penelitian ilmiah.  
Lambrosso mengklarifikasikan penjahat kedalam 4 golongan, yaitu : 
- Born Criminal, yaitu orang berdasarkan pada Dotrin Atavisme. 
- Insane Criminal, yaitu orang menjadi penjahat sebagai hasil dari 
beberapa perubahan dalam otak mereka yang mengganggu 
kekuatan mereka untuk membedakan antara benar dan salah. 
Contohnya adalah kelompok idiot, embisil, atau paranoid. 
- Occasional Criminal, atau Criminaloid, yaitu pelaku kejahatan 
berdasarkan pengalaman yang terus-menerus sehingga 
mempengaruhi pribadinya. Contohnya penjahat kambuhan (habitual 
criminals). 
- Criminal of Passion, yaitu pelaku kejahatan yang melakukannya 
karena marah, cinta atau karena kehormatan. 
Meskipun teori Lambrosso dianggap sederhana dan naif untuk 
saat ini, Lambrosso telah memberikan kontribusi yang signifikan bagi 
penelitian mengenai kejahatan, juga berjasa mengalihkan tentang studi 
29 
kejahatan dari penjelasan abstrak, metafisik, legal, dan juristik sebagai 
basis penghukum menuju studi ilmiah tentang penjahat serta kondisi-
kondisi pada saat dia melakukan kejahatan.  
2.  Perspektif Psikologis 
Teori Psikoanalisis tentang kriminalitas menghubungkan 
delinquent dan perilaku kriminal dengan suatu “conscience” (hati 
nurani) yang baik, dia begitu kuat sehingga menimbulkan perasaan 
bersalah atau ia begitu lemah sehingga tidak dapat mengontrol 
dorongan-dorongan dirinya bagi suatu kebutuhan yang harus dipenuhi 
segera. 
Sigmund Freud (1856-1939), Penemu dari Psychoanalysis, 
Berpendapat bahwa kriminalitas mungkin hasil dari “an overactive 
conscience” yang menghasilkan perasaan bersalah yang tidak 
tertahankan untuk tidak melakukan kejahatan dengan tujuan ditangkap 
dan dihukum. Begitu dihukum maka perasaan meraka akan mereda. 
Pendekatan psychoanalytic masih tetap menonjol dalam 
menjelaskan  baik  fungsi  normal  maupun  asosial.  Meski  dikritik,  
tiga  prinsip  dasarnya  menarik  kalangan  psikologis  yang  
mempelajari  
kejahatan yaitu :  
a. Tindakan dan tingkah laku orang dewasa dapat dipahami  
dengan melihat pada perkembangan masa kanak-kanak  
mereka.  
b. Tingkah laku dan motif-motif bawah sadar adalah jalin-menjalin,  
dan interaksi itu mesti diuraikan bila kita ingin mengerti  
kejahatan.  
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c.  Kejahatan pada dasarnya merupakan representasi dari konflik  
psikologis. 
3.  Perspektif Sosiologis 
Berbeda dari teori-teori sebelumnya, teori-teori sosiologis 
mencari alasan-alasan perbedaan dalam hal angka kejahatan di dalam 
lingkungan sosial. Teori ini dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori 
umum, yaitu : 
a. Anomie (ketiadaan norma) atau Strain (ketegangan) 
Teori ini memusatkan perhatian pada kekuatan-kekuatan 
sosial (social forses) yang menyababkan orang melakukan aktivitas 
kriminal. Teori ini berasumsi bahwa kelas sosial dan tingkah laku 
kriminal saling berhubungan. Pada penganut teori anomi 
beranggapan bahwa seluruh anggota masyarakat mengikuti 
seperangkat nilai-nilai budaya, yaitu budaya kelas menengah, yakni 
adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah 
keberhasilan dalam ekonomi. Karena orang-orang kelas bawah tidak 
mempunyai sarana-sarana yang sah (legitimate means) untuk 
mencapai tujuan tersebut, seperti gaji tinggi, bidang usaha yang 
maju, dll, mereka menjadi frustasi dan menggunakan sarana-sarana 
yang tidak sah (illegitimate means). 
Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, 
Walter Lunden berpendapat bahwa gejala yang dialami negara-
negara  berkembang adalah, sebagai berikut :  
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- Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya 
cukup besar dan sukar dicegah. 
- Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan 
norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran 
sosial yang cepat terutama dikota-kota besar. 
- Memudarnya pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat 
pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota 
masyarakat terutama remajanya mengalami “samar pola” 
(ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan perilakunya. 
b. Cultural Deviance (penyimpangan budaya) 
 Cultural Deviance (penyimpangan budaya) sama halnya 
dengan teori Anomie, dimana teori ini memusatkan perhatian kepada 
kekuatan-kekuatan sosial (social forces) yang menyebabkan orang 
melakukan aktivitas kriminal. 
 Cultural Deviance memandang kejahatan sebagai 
seperangkat nilai-nilai yang khas pada lower clas. Proses 
penyesuaiaan diri dengan sistem nilai kelas bawah yang 
menentukan tingkah laku didaerah-daerah kumuh, menyebabkan 
benturan-benturan dengan hukum masyarakat. 
 Tiga teori utama dari Cultural Deviance Theories, adalah : 
- Social Disorganization  
Teori yang memfokuskan diri pada perkembangan area-
area yang angka kejahatannya tinggi yang berkaitan dengan 
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disintegrasi  nilai-nilai konvensional yang disebabkan 
industrialisasi  yang  cepat,  peningkatan  imigrasi,  dan 
urbanisasi. 
- Differential Association 
Prof. E.H Sutherland mencetuskan teori yang disebut 
Differential Association theory sebagai penyebab kajahatan. 
Makna teori Sutherland merupakan pendekatan individu mengenai 
seseorang dalam kehidupan masyarakatnya, karena pengalaman-
pengalamannya tumbuh menjadi penjahat. Bahwa ada individu 
atau kelompok individu yang secara yakin dan sadar melakukan 
perbuatan melanggar hukum. Hal ini disebabkan adanya 
dorongan posesif mengungguli dorongan kreatif yang untuk itu dia 
melakukan pelanggaran hukum dalam memenuhi posesifnya. 
- Culture Conflict Theory 
Teori ini menjelaskan keadaan masyarakat dengan ciri-ciri 
sebagai berikut :  
1. Kurangnya ketetapan dalam pergaulan hidup. 
2. Sering terjadi pertemuan norma-norma dari berbagai daerah 
yang satu sama lain berbeda bahkan ada yang saling 
bertentangan. 
      Hal  ini  sesuai dengan  pendapat  Thorsten Sellin,  
setiap kelompok masyarakat memiliki conduct norms-nya sendiri 
dan  bahwa  conduct norms  kelompok  lain.  
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      Sellin membedakan antara konflik primer dan konflik 
sekunder. Konflik primer terjadi ketika norma-norma dari dua 
budaya  bertentangan (clash).  Konflik  sekunder  muncul jika 
suatu budaya berkembang menjadi budaya yang berbeda-beda, 
masing-masing memiliki budaya conduct norms-nya sendiri. 
Konflik  ini terjadi ketika satu masyarakat homogen atau 
sederhana menjadi masyarakat yang kompleks dimana sejumlah 
kelompok-kelompok sosial berkembang secara konstan dan 
norma-norma  seringkali  tertinggal. 
c. Control Social Theory (Teori Kontrol Sosial) 
 Pengertian  teori  kontrol  atau  control theory  merujuk  pada 
setiap  perspektif  yang  membahas  ihwal  pengendalian tingkah 
laku manusia. Sementara itu kontrol sosial merujuk kepada 
pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan 
variabel-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur 
keluarga, pendidikan, dan kelompok dominan. 
4.  Perspektif Lain  
a. Teori Labeling  
Para  penganut  labeling  theory memandang para kriminal 
bukan sebagai orang yang bersifat jahat (evil) yang terlibat dalam 
perbuatan-perbuatan bersifat salah terhadap mereka adalah individu-
individu  yang  sebelumnya pernah  berstatus  jahat  sebagai 
pemberian sistem  peradilan  pidana  maupun  secara  luas.  
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 Dipandang dari perspektif ini, perbuatan  kriminal tidak 
sendirinya signifikan, justru reaksi sosial atasnyalah yang signifikan. 
Jadi, penyimpangan dan kontrol atasnya terlibat dalam suatu proses 
definisi sosial dimana tanggapan dari pihak lain terhadap tingkah laku 
seorang individu merupakan pengaruh kunci terhadap tingkah laku 
berikutnya dan juga pandangan individu pada diri mereka sendiri.  
Tokoh-tokoh yang menganut teori labeling antara lain :  
1.  Becker, melihat kejahatan itu sering kali bergantung pada mata si   
pengamat karena anggota-anggota dari kelompok-kelompok yang 
berbeda memiliki perbedaan konsep tentang apa yang disebut baik 
dan layak dalam situasi tertentu.  
2.   Howard, berpendapat bahwa teori labeling dapat dibedakan   
dalam dua bagian, yaitu:  
- Persoalan tentang bagaimana dan mengapa seseorang 
memperoleh cap atau label.  
- Efek labeling terhadap penyimpangan tingkah laku berikutnya. 
3. Scharg menyimpulkan asumsi dasar  teori labeling  sebagai 
berikut:  
- Tidak ada satu perbuatan yang terjadi dengan sendirinya bersifat 
kriminal.  
- Rumusan atau batasan tentang kejahatan dan penjahat 
dipaksakan sesuai dengan kepentingan mereka yang memiliki 
kekuasaan.  
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- Seseorang menjadi penjahat bukan karena ia melanggar 
undang-undang  melainkan  karena  ia ditetapkan oleh 
penguasa. 
- Sehubungan dengan kenyataan bahwa setiap orang dapat 
berbuat baik dan tidak baik, tidak berarti bahwa mereka dapat 
dikelompokkan menjadi dua bagian kelompok kriminal dan non 
kriminal. 
- Tindakan penangkapan merupakan awal dari proses labeling. 
- Penangkapan dan pengambilan keputusan dalam sistem 
peradilan pidana adalah fungsi dari pelaku sebagai lawan dari 
karakteristik pelanggarannya. 
- Usia, tingkat sosial-ekonomi, dan ras merupakan karakteristik 
umum pelaku kejahatan yang menimbulkan perbedaan 
pengambilan keputusan  dalam  sistem  peradilan  pidana. 
- Sistem peradilan pidana dibentuk berdasarkan perspektif  
kehendak bebas yang memperkenankan penilaian dan 
penolakan terhadap mereka yang dipandang sebagai penjahat. 
- Labeling merupakan suatu proses yang akan melahirkan 
identifikasi dengan citra sebagai deviant dan menghasilkan 
rejection of the rejector.  
4. Lemert,  telah memperkenalkan suatu pendekatan yang berbeda 
dalam menganalisis kejahatan sebagaimana tampak dalam 
pernyataan di bawah ini:  
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“This is large turn away from the older sociology which tended to 
rest heavily upon the idea that deviance leads to social control. I 
have come to believe that the reserve idea. i.e. social control leads 
to deviance, equally tenable and the potentially richer premise for 
studying deviance in modern society.”   
5.  Frank Tannenbaum memandang proses kriminalisasi sebagai 
proses memberikan label, menentukan, mengenal, memencilkan, 
menguraikan, menekankan / menitikberatkan, membuat sadar atau 
sadar sendiri. Kemudian menjadi cara untuk menetapkan ciri-ciri 
khas sebagai penjahat (A. S. Alam, 2010 : 67-70).   
b. Teori Konflik  
Teori konflik lebih mempertanyakan proses perbuatan hukum. 
Untuk memahami pendekatan atau teori konflik ini, kita perlu secara 
singkat melihat model tradisional yang memandang kejahatan dan 
peradilan pidana sebagai lahir dari konsensus masyarakat (communal 
consensus).  
Menurut model konsensus, anggota masyarakat pada 
umumnya sepakat tentang apa yang benar dan apa yang salah, dan 
bahwa intisari dari hukum merupakan kodifikasi nilai-nilai sosial yang 
disepakati tersebut. Model konsensus ini melihat masyarakat sebagai 
suatu kesatuan yang stabil dimana hukum diciptakan “for the general 
good” (untuk kebaikan umum). Fungsi hukum adalah untuk 
mendamaikan dan mengharmonisasi banyak kepentingan-kepentingan 
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yang oleh kebanyakan anggota masyarakat dihargai, dengan 
pengorbanan yang sedikit mungkin.  
Sedangkan model konflik, mempertanyakan tidak hanya 
proses dengan mana seseorang menjadi kriminal, tetapi juga tentang 
siapa di masyarakat yang memiliki kekuasaan (power) untuk membuat 
dan menegakkan hukum. Para penganut teori konflik menentang 
pandangan konsensus tentang asal lahirnya hukum pidana dan 
penegakannya.  
c. Teori Radikal  
Dalam buku The New Criminology, para kriminolog Marxis dari 
Inggris yaitu Ian Taylor, Paul Walton dan Jack Young menyatakan 
bahwa adalah kelas bawah kekuatan buruh dari masyarakat industri 
dikontrol melalui hukum pidana para penegaknya, sementara “pemilik 
buruh itu sendiri” hanya terikat oleh hukum perdata yang mengatur 
persaingan antar mereka. Institusi ekonomi kemudian merupakan 
sumber dari konflik; pertarungan antar kelas selalu berhubungan 
dengan distribusi sumber daya dan kekuasaan, dan hanya apabila 
kapitalisme dimusnahkan maka kejahatan akan hilang. Yang termasuk 
penganut teori radikal:  
Richard Quinney (A. S. Alam, 2010: 74) “bahwa kejahatan 
adalah akibat dari kapitalisme dan problem kejahatan hanya dapat 
dipecahkan melalui didirikannya negara sosialis”   
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William Chambils (A. S. Alam, 2010: 75) Menurut Chambils 
ada hubungan antara kapitalisme dan kejahatan seperti dapat ditelaah 
pada beberapa butir di bawah ini:  
1. Dengan diindustrialisasikannya masyarakat kapitalis, dan celah 
antara golongan borjuis dan proletariat melebar, hukum pidana akan 
berkembang dengan usaha memaksa golongan proletariat untuk 
tunduk. 
2. Mengalihkan perhatian kelas golongan rendah dari eksploitasi yang 
mereka alami. 
3. Masyarakat sosialis akan memiliki tingkat kejahatan yang lebih 
rendah karena dengan berkurangnya kekuatan perjuangan kelas 
akan mengurangi kekuatan-kekuatan yang menjurus kepada fungsi 
kejahatan. 
Melalui pemahaman dari teori-teori di atas, baik refleksi 
kejahatan model konsensus maupun refleksi kejahatan model konflik 
memungkinkan dapat diikutinya pergeseran perspektifnya. 
E. Teori-Teori Upaya Penanggulangan Kejahatan  
1. Pre-Emtif 
Yang dimaksud dengan upaya Pre-Emtif adalah upaya-upaya 
yang dilakukan oleh pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak 
pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan 
secara Pre-Emtif adalah menanamkan nilai-nilai, norma-norma yang 
baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri 
seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi 
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tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi 
kejahatan.  
2. Preventif  
Upaya-upaya  preventif ini adalah  merupakan tindakan lanjut 
dari upaya Pre-Emtif  yang  masih  dalam tataran  pencegahan  
sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif ini yang 
ditekankan adalah menghilangkan kesempatan untuk melakukan 
kejahatan. Contoh ada  orang  ingin  mencuri  motor  tetapi kesempatan 
itu  dihilangkan  karena motor-motor  yang ada ditempatkan di tempat  
penitipan  motor,  dengan  demikian kesempatan menjadi hilang dan 
tidak terjadi kejahatan.   
3. Represif  
Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak 
pidana/kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum (law 
enforcemenet) dengan menjatuhkan hukuman (A. S. Alam, 2010 : 79-
80). 
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BAB III 
METODE  PENELITIAN 
 
Metode penelitian adalah suatu cara untuk memperoleh data 
agar dapat memenuhi atau mendekati kebenaran dengan jalan 
mempelajari, menganalisa dan memahami keadaan lingkungan di 
tempat dilaksanakannya suatu penelitian. Untuk memecahkan 
permasalahan diatas maka penelitian yang dilakukan meliputi: 
A. Lokasi Penelitian 
Lokasi penelitian ini dilakukan dalam wilayah hukum Polres  
kolaka dengan pertimbangan terdapat kasus kejahatan pencurian 
dalam  hal  ini kejahatan pencurian kendaraan bermotor, sehingga 
data yang diperlukan untuk bahan analisis tersedia secara memadai. 
B. Jenis dan Sumber data 
Data yang diperlukan dalam penelitian ini di bagi ke dalam dua jenis 
data yaitu : 
1. Data primer,  yaitu data-data  yang  diperoleh  secara langsung 
 dari  lapangan   penelitian  yang  bersumber   dari   responden  
 yang  berkaitan  dengan  penelitian  melalui  wawancara.  
2.  Data  sekunder,   yaitu   data   yang  diperoleh  dan  bersumber  
 dari penelaahan studi  kepustakaan  berupa  literatur-literatur,  
 karya ilmiah (hasil penelitian), peraturan  perundang-undangan, 
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 buku-buku dan internet berupa materi-materi lain yang 
 bersangkutan dengan pembahasan dalam skripsi ini. 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Dalam  penyusunan skripsi ini, penulis memperoleh data dan  
informasi  yang  dibutuhkan  melalalui  metode : 
1. Metode penelitian kepustakaan 
Metode ini merupakan upayah untuk mendapatkan data-data 
sekunder melalui bahan-bahan bacaan berupa tulisan-tulisan 
ilmiah, peraturan perundang-undangan, teori para ahli dan 
informasi melalui internet. 
2. Metode penelitian lapangan 
Adalah suatu cara untuk memperoleh data dengan melakukan 
penelitian langsung di lapangan melalui proses wawancara atau 
pembicaraan langsung terhadap petugas kepolisian dan pejabat 
yang berwenang. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dalam penelitan 
ini, baik data primer maupun data sekunder merupakan data yang 
sifatnya kualitatif. Maka teknik analisis data yang digunakan adalah 
analisis kualitatif, dimana proses pengolahan datanya setelah data 
dianggap telah cukup. Selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis 
secara deduktif yaitu dengan berlandaskan kepada dasar-dasar 
pengetahuan umum, kemudian meneliti persoalan yang bersifat 
khusus dari adanya analisis inilah kemudian ditarik suatu kesimpulan. 
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BAB IV 
HASIL  PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN 
 
A. Perkembangan Kasus Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor 
di Kota Kolaka  
Sebelum masuk dalam pembahasan mengenai 
perkembangan  kejahatan  pencurian  motor  di  wilayah  hukum 
polres  kolaka,  penyebab para pelaku melakukan kejahatan 
pencurian dan bagaimana upaya penanggulangan dari pihak 
kepolisian kota kolaka terhadap kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor yang seiring berjalannya waktu kejahatan ini semakin 
meningkat.  
 Dari  hasil  penelitian  ini  menunjukkan  bahwa  kota  kolaka 
adalah  kota yang  termasuk  kota  yang  memiliki  ruang  bagi  para 
pelaku  kejahatan  untuk  menjalankan  segala   bentuk  perbuatan 
yang  melawan  hukum, terbukti dari banyaknya kasus yang 
dilaporkan  kepihak  kepolisian  kota  kolaka  dari  masyarakat.  
 Penulis akan menunjukkan data jumlah kasus yang 
dilaporkan  dan yang  telah  diselesaikan  secara  keseluruhan  
dimana jumlah kasus yang dilaporkan dan yang telah selesai di 
wilayah  hukum  polres  kolaka  dari  tahun  2010-2014 dapat  dilihat 
pada  tabel  dibawah  ini: 
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Tabel I. 
Keseluruhan Kasus Kejahatan di Wilayah Hukum Polres Kolaka 
(Tahun 2010-2014 yang dilaporkan dan yang selesai) 
 
No. Tahun Jumlah Laporan Kasus yang Selesai 
1. 2010 281 173 
2. 2011 387 238 
3. 2012 340 218 
4. 2013 381 229 
5. 2014– Juni 167 118 
Jumlah 1556 976 
Sumber Data : Sat. Reskrim Polres Kolaka Tahun 2014 
 Dari  banyaknya  laporan  yang diterima  pihak kepolisian 
kota  kolaka, disini penulis  hanya  memfokuskan  pada satu 
kejahatan yang semakin meningkat dari tahun ketahunnya yaitu 
kejahatan pencurian khususnya kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor. Kejahatan  ini sudah menjadi salah satu tindak kriminal 
yang mulai banyak terjadi di kota kolaka. Di sebabkan semakin 
beraninya para pelaku pencurian kendaraan bermotor dalam 
melakukan aksinya tidak lagi peduli dengan waktu melakukan 
pencurian  baik  siang  ataupun  malam. 
 Lanjut  dari hasil penelitian ini, penulis menemukan fakta 
bahwa tindakan pencurian yang terjadi khususnya pencurian 
kendaraan bermotor dikota kolaka semakin meningkat dari tahun 
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ketahunnya. Peningkatan itu dapat dilihat dari data yang penulis 
dapatkan selama melakukan penelitian di polres kolaka, dimana 
pencurian  kendaraan bermotor  di  kota  kolaka  yang  terdiri  dari 
data  jumlah kasus  yang  dilaporkan  dan yang  telah diselesaikan, 
dapat  dilihat  pada  tabel  di  bawah  ini: 
 
Tabel II. 
Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Kolaka 
(Tahun 2010-2014 yang dilaporkan dan yang selesai) 
 
No. Tahun Jumlah Laporan Kasus yang Selesai 
1. 2010 8 2 
2. 2011 13 3 
3. 2012 42 12 
4. 2013 34 10 
5. 2014– Juni 17 6 
Jumlah 114 33 
      Sumber Data : Sat. Reskrim Polres Kolaka Tahun 2014 
Tabel diatas menunjukkan jumlah kasus pencurian 
kendaraan  bermotor  di  kota  kolaka  yang  dilaporkan  dan  yang 
telah  selesai.  Selama  5 tahun  memang  mengalami  peningkatan 
yang  cukup  jelas,  dimana  tahun 2012  yang  paling  banyak  terjadi 
dan  diselesikan.  Pada tahun 2010 sebanyak 8 kasus yang 
dilaporkan  dan yang diselesaikan 2 kasus,  pada tahun 2011 
sebanyak  13  kasus  dan yang  diselesaikan  3 kasus,  pada  tahun 
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2012  sebanyak  42 dan  yang  diselesaikan 12  kasus,  pada  tahun 
2013  sebanyak  34  kasus dan yang diselesaikan 10 kasus, 
kemudian ditahun 2014 sampai  bulan  juni  sebanyak 17 dan yang 
diselesaikan  sampai  di  bulan  juni  adalah  6 kasus.  Dapat  dilihat 
dari tahun 2010 sampai 2014 sampai bulan juni mengalami 
peningkatan, meski pada tahun 2013 sampai 2014 bulan juni  
mengalami  sedikit  perbedaan   penurunan  jumlah kasus namun 
tidak  begitu banyak. Perbedaan  juga  terdapat  dalam  jumlah  kasus 
yang  dilaporkan  dan  yang  telah  diselesaikan  ditiap  tahunnya. 
  Menurut  Brigadir Jamal P. (wawancara 16 Agustus 2014)    
ada  beberapa   kendala  yang  membuat  beberapa  kasus   
pencurian kendaraan bermotor  yang  dilaporkan  tidak  terselesaikan, 
diantaranya:  
a. Alat bukti yang tidak mencukupi 
b. Tersangka tidak diketahui keberadaannya 
c. Belum dapat dibuktikan oleh penyidik 
d. Perkara sebelumnya masih berjalan dan belum selesai 
 Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa pihak 
kepolisian  kota  kolaka belum maksimal dalam menyelesaikan 
laporan kejahatan khususnya kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor  dari  masyarakat,  kepolisian  sebagai  salah  satu  pihak 
yang  paling  berwenang  dalam  mengungkap  kasus-kasus 
kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor, masyarakat 
46 
kota  kolaka  sangat mengharapkan  kepolisian  dapat  menjalankan 
atau  melaksanakan  tugas  yang  di  amanahkan  guna  
meminimalisir  lagi  tindakan kejahatan pencurian kendaraan 
bermotor. 
 Lanjut  dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan,  penulis 
mendapatkan  data  usia  pelaku  yang  dimana  rata-rata  usia  
pelaku  paling  banyak  berumur  antara 15-30 tahun. Dapat  dilihat 
pada tabel  dibawah  ini,  terhadap  usia  pelaku  yang  kasusnya  
telah  selesai.  
Tabel III. 
Usia Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor di Kota Kolaka 
Untuk Kasus Yang Telah Selesai Dari Tahun 2010-2014 
No. Usia Pelaku Jumlah Pelaku 
1. 8-14 4 
2. 15-20 9 
3. 21-30 13 
4. 31-40 5 
5. >41 2 
Jumlah 33 
Sumber Data : Sat. Reskrim Polres Kolaka Tahun 2014 
  Sehubungan dengan usia pelaku, usia antara 15-30 tahun 
terbukti pemikiran masih banyak dipengaruhi oleh lingkungan, 
perubahan-perubahan sosial dan perkembangan masyarakat 
47 
sehingga  mereka  tidak  dapat  mengendalikan  diri dalam  
melakukan  suatu  kejahatan.  
 Manusia  sejak  kecil  hingga  lanjut  usia  jelas  mengalami 
perubahan-perubahan dan perkembangan. Dengan penyelidikan 
kriminologi usia juga mempengaruhi dalam mencari jawaban 
mengenai  hubungannya  dengan  suatu   kejahatan. Menurut  ilmu 
jiwa  ada  suatu keseimbangan dalam tiap-tiap tingkatan umur. 
Apabila  keduanya  itu  seimbang  maka  tidak  akan  terjadi  sesuatu 
yang  negative,  begitu  pula  sebaliknya  jika  keseimbangan  itu  tidak 
dapat  dikendalikan  maka pada saat itulah akan terjadi 
penyimpangan   yang   disebabkan   keinginan   yang   tidak  tercapai.  
 Dapat  disimpulkan  bahwa  usia  sangat mempengaruhi 
cara berpikir dalam melakukan sesuatu, sehingga perbuatan-
perbuatan yang akan dilakukannya terkadang menyimpang atau 
melawan hukum, dengan keinginan memiliki sesuatu tapi belum 
mampu  untuk  mendapatkannya  dengan cara yang lebih baik. Hal 
ini, disebabkan pendapatan ekonominya yang masih rendah, 
Memaksa  mereka mengambil  jalan pintas  dengan  melakukan  
suatu  kejahatan  yang  salah  satunya  adalah  melakukan  
pencurian.  
 Hal ini sesuai dengan hasil dari penelitian yang penulis 
lakukan, dimana  kebanyakan  pelaku  pencurian khususnya 
pencurian  kendaraan  bermotor  di  wilayah  hukum  polres  kolaka 
yang  pendapatan  ekonominya  masih  belum  cukup untuk 
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memenuhi  segala  kebutuhan  sehari-harinya  dan  masih  dalam  
usia muda, bahkan untuk melakukan pencurian tersebut mereka 
melakukan bersama teman-temannya dengan niat memiliki atau 
menjual  kembali  hasil  dari   pencurian  tersebut. 
B. Faktor  Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan 
Bermotor di Kota Kolaka  
     Segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh 
manusia  memiliki  sebab  dan  akibat.  Begitu  pula  dengan  
kejahatan  dimana  tiap  kejahatan  memiliki motif atau alasan 
mengapa  kejahatan  itu  dilakukan dan tiap motif atau alasan 
terjadinya  kejahatan  itu berbeda-beda,  perbedaan  itu  terjadi   
karena  setiap  orang  memiliki  kepentingan  yang  berbeda-beda.  
    Dari  hasil penelitian  menunjukkan, bahwa  kasus  
pencurian kendaraan bermotor yang mulai meningkat dari tahun 
ketahun  di  wilayah  hukum  polres kolaka, disebabkan beberapa 
faktor  yang membuat  seseorang  melakukan  pencurian  khususnya 
pencurian  kendaraan  bermotor,  sebagai berikut: 
1. Faktor Ekonomi 
Salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan 
manusia  adalah  ekonomi  dan  menjadi  salah  satu  factor  yang 
sering  dijadikan  alasan bagi  pelaku  kejahatan. Keadaan  
ekonomi kerap  kali melatarbelakangi  seseorang  untuk  
melakukan tindak kejahatan  termasuk  kejahatan pencurian, 
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dimana  para  pelaku  yang  tidak  memiliki  pekerjaan  tetap  atau 
bahkan memiliki pekerjaan namun upah dari pekerjaan yang 
dijalaninya  belum  cukup  untuk   memenuhi    kebutuhan  keluarga 
atau   untuk  kebutuhan  yang mendesak   lainnya,  maka 
seseorang  dapat  berbuat  nekat  dengan  mengambil  jalan  pintas  
yaitu  melakukan kejahata pencurian dengan harapan dapat 
memenuhi  segala  kebutuhannya.  
Terlebih lagi, apabila faktor pendorong seseorang 
melakukan  pencurian  itu  dalam   keadaan  gelisah,  khawatir  
yang   disebabkan   oleh   orang  tua   atau   istri   atau  anak  
dalam   keadaan  sakit   keras,  sehingga  memerlukan  obat  
namun   tidak  memiliki  uang  untuk  membeli,  akibat  dari  
keadaan   seperti   itulah  para   pelaku   semakin  termotivasi  
untuk   melakukan   kejahatan  pencurian.  
Ketidakseimbangan  inilah   yang  membuat   bagi   setiap 
orang    mencari    jalan   cepat   untuk    mendapatkan   uang   
yang  lebih  demi   memenuhi   kebutuhan - kebutuhannya.  Dapat  
dilihat   pekerjaan   para   pelaku  kejahatan  itu  dalam  tabel 
dibawah  ini,  untuk   kasus   yang   telah   selesai,  Sebagai  
berikut: 
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Tabel IV. 
Data Pekerjaan Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor di 
Polres Kolaka Untuk Kasus Yang Telah Selesai  
 
No. Jenis Pekerjaan Jumlah Pelaku 
1. Pelajar 4 
2. Mahasiswa 3 
3. Pegawai Swasta 5 
4. Petani 7 
5. Pengangguran 14 
Jumlah 
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Sumber Data : Sat. Reskrim Polres Kolaka Tahun 2014 
 Menurut Brigadir Jamal P. (wawancara 16 Agustus 2014) 
menjelaskan bahwa:  
Salah  satu  factor  dalam  kasus pencurian  khususnya  pencurian 
kendaraan  bermotor  yang  sering terjadi diakibatkan ekonomi 
yang rendah. Dimana kebutuhan yang semakin hari semakin 
mendesak  tetapi  pelaku  tidak  dapat  memenuhinya. Terlebih   
lagi bagi pelaku yang sudah berkeluarga, demi memenuhi 
kebutuhan dalam keluarganya, para  pelaku  terpaksa  melakukan 
pencurian. 
 Dari  hasil  wawancara  yang  penulis  lakukan  di  RUTAN 
kolaka  terhadap  pelaku pencurian kendaraan motor yang 
bernama : 
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 Rais Bakri  (umur  27 tahun, Bekerja dibengkel motor) 
Mengaku bahwa dia melakukan pencurian akibat dari terpengaruh 
pergaulan dengan temannya serta untuk membiayai gaya hidup 
mewah yang diinginkannya, sedangkan ditempat kerjanya 
sekarang dia diberi gaji rendah dan Ari menjelaskan bahwa 
susahnya mencari pekerjaan yang disebabkan dia hanya lulusan 
SD. 
 Andika (umur 23 tahun, tidak bekerja) Mengatakan bahwa 
dia melakukan pencurian karena keadaan yang memaksa 
disebabkan dia tidak memiliki pekerjaan, Andika mengaku frustasi 
yang membuat dia mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang, 
dengan jalan melakukan pencurian, mengambil kemudian menjual 
hasil curiannya. 
 Arwan (umur 25 tahun, tidak bekerja) mengaku terpaksa 
 melakukan pencurian, dia berfikir hanya dengan jalan seperti itu dia 
 mampu mendapatkan uang dengan cepat sehingga ketika sewaktu-
 waktu istrinya membutuhkan biaya untuk persalinan nanti dia bisa 
 memenuhinya. 
Salah satu hal yang paling penting dalam kehidupan 
manusia  adalah  ekonomi dan menjadi  salah satu  factor  yang 
sering  dijadikan  alasan  bagi  pelaku  pencurian. Keadaan 
ekonomi  kerap  kali  melatarbelakangi  seseorang untuk 
melakukan  kejahatan  pencurian,  yang disebabkan oleh 
kebutuhan ekonomi yang semakin hari semakin meningkat. 
Sehingga  factor  ekonomi  menjadi  salah  satu  factor  yang  
sering   membuat   seseoarng  melakukan  kejahatan. 
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       2. Faktor Pendidikan 
Pendidikan yang baik dapat mencegah tingkah laku 
seseorang   untuk   berbuat  kejahatan,  karena  dengan  
pendidikan dapat  mempengaruhi tiap tindakan seseorang dan 
cenderung  berfikir  dengan  kerangka  berfikir  yang  lebih  baik 
dan  bertanggungjawab   atas   apa    yang   telah   dilakukannya. 
Lain  halnya  dengan  orang  yang  memiliki  pendidikan  
yang   tidak  baik  atau  memiliki  tingkat   pendidikan   yang   
rendah  dalam  melakukan  tindakan  kadang  berfikiran  sempit.  
Selain  itu seseorang  yang  memiliki  pendidikan  yang rendah 
lebih sulit untuk mendapatkan pekerjaan dibandingkan dengan 
yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi.maka dalam 
memenuhi  kebutuhan  hidupnya  terpaksa  melakukan  pekerjaan 
apa  saja  tanpa  peduli  apakah yang dikerjakannya baik atau 
tidak,  melanggar  hukum  atau  tidak. 
Dari  data  hasil  penelitian  penulis,  para  pelaku  pencurian 
kendaraan  bermotor  di  wilayah hukum  polres  kolaka, untuk 
tingkat pendidikannya memang masih belum baik atau tingkat 
pendidikannya  masih rendah. Terlihat dari data dimana 
kebanyakan  pelakunya  hanya  tamat  di  Sekolah  Dasar (SD)  
dan  sekolah  menengah pertama (SMP) dan bahkan ada yang 
tidak pernah medapatkan pendidikan dibangku sekolah, yang 
membuat cara berfikir mereka masih sempit dan menjadikan 
mereka cenderung tidak memperdulikan perbuatan yang akan 
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dilakukannya ketika mereka berada dalam keadaan mendesak 
demi  kelangsungan  hidupnya. 
 Brigadir Jamal P.  (wawancara 16 Agustus 2014) 
menjelaskan  bahwa: Pendidikan termasuk salah satu factor 
penyebab dari  terjadinya  kejahatan, karena pendidikan yang baik 
adalah bagian  yang paling  membantu seseorang dalam merubah 
cara berfikirnya,  sehingga dapat  mencegah dari perbuatan yang 
dapat merugikan diri sendiri dan juga dapat memikirkan 
konsekuensi dari apa yang  akan dilakukannya. 
Jadi  pendidikan  yang  baik   khususnya  pendidikan  
agama dan pendidikan hukum sangat dibutuhkan, agar tidak 
mudah terpengaruh untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat 
merugikan bagi diri sendiri nantinya, sehingga mereka dapat 
mengetahui  apa  yang  dilakukannya  itu baik  atau  tidak,  serta 
dapat memikirkan konsekuensi dari perbuatannya apakah 
perbuatan  tersebut   bertentangan  dengan  norma-norma,  baik  
itu norma  agama,  sosial  dan  hukum. 
      3. Faktor Keluarga 
Keluarga merupakan bagian yang terpenting oleh 
seseorang untuk  dapat  tumbuh  dan  berkembang  sebagaimana 
mestinya. Keluarga  idealnya  menjadi salah satu factor yang 
sangat  mempengaruhi  perilaku  seseorang,  karena  tanpa  
adanya  perhatian  dalam  suatu  keluarga, seseorang dapat 
merasa tidak dipedulikan yang dapat membuat seseorang 
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melakukan  perbuatan-perbuatan  menurut kehendak  hatinya, 
tanpa memperhatikan apakah perbuatan itu berdampak baik 
ataukah dapat merugikan bagi diri sendiri, apakah melanggar 
ataukah bertentangan dengan norma-norma dan peraturan-
peraturan  yang  berlaku  dalam  masyarakat. 
 Faktor  ini  penulis  masukkan  karena  penulis  yakin  
bahwa keluarga  juga  turut  bertanggung  jawab  terhadap  tingkah 
laku menyimpang dari seseorang, Sehingga sangat diperlukan 
kepedulian,  perhatian  dan  pengawasan  yang  lebih  baik 
terhadap  seseorang  dimulai  dalam  suatu  keluarga,  agar  dapat 
mencegah  perbuatan-perbuatan  yang  dapat  merugikan  
terhadap  diri  sendiri  dan  masyarakat. 
      4. Faktor Lingkungan 
Setelah  factor  dari  dalam  keluarga  yang  penulis   
jelaskan sebelumnya, factor lingkungan tempat tinggal seseorang 
juga sangat  berpengaruh  terhadap  kepribadian  dan  tingkah  laku 
seseorang terhadap  perbuatan-perbuatan yang akan 
dilakukannya.  Ketika  lingkungan dimana seseoarng itu tinggal 
baik,  maka  akan  berdampak  baik  pula  pada  orang  itu,  namun 
ketika tempat dimana orang itu tinggal tidak baik maka akan 
berdampak buruk juga pada orang tersebut. 
Berada dalam Lingkungan yang tidak baik dapat 
mempengaruhi tingkah laku seseorang dalam melakukan 
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perbuatan  kejahatan  termasuk  pencurian, misalnya dalam 
bergaul  dengan teman atau tetangga  yang  pekerjaannya 
memang pencuri, maka cepat atau lambat akan mempengaruhi 
orang tersebut untuk ikut melakukan pencurian yang dilakukan 
dimana  orang  tersebut  tinggal. 
 Brigadir Jamal P. (wawancara 16 Agustus 2014) 
menjelaskan  bahwa: Seseorang yang sebelumnya bukan seorang 
pencuri, namun  ketika  orang itu pindah dan tinggal di 
lingkungan yang pada umumnya  adalah lingkungan para pencuri, 
maka besar kemungkinan orang  tersebut  yang tadinya bukan 
seorang pencuri akan melakukan  pencurian. 
           Rais Bakri (umur 27 tahun, bekerja dibengkel motor) 
 menjelaskan: Dalam aksinya dia tidak sendiri. dia diajak oleh 
 temannya untuk  melakukan pencurian itu. Dalam keadaan dimana 
 dia  sangat membutuhkan uang, mendapatkan uang dengan 
 cepat menjadi keinginannya pada saat itu tanpa perlu bekerja 
 dengan waktu lama  sudah dapat bisa dinikmati hasilnya dengan 
 menjualnya kembali. 
 Seperti halnya dengan, Andika (umur 23 tahun, tidak 
bekerja) mengaku, salah satu penyebab dia melakukan kejahatan 
pencurian itu disebabkan juga dari ajakan temannya.   
Selain itu, kejahatan pencurian dapat terjadi akibat 
kurangnya pengawasan dari masyarakat, sehingga para pelaku 
pencurian  dengan  mudah  mendapatkan  apa  yang 
diinginkannya. 
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      5.   Faktor  Kelalaian  Korban 
Dalam kasus kejahatan pencurian kendaraan bermotor, 
faktor  dari  kelalaian  korban  menjadi  salah  satu  faktor  yang 
juga  menentukan  terjadinya  kejahatan  pencurian.  Dimana 
korban  lalai  dalam  melindungi  kendaraannya,  lupa  mengambil 
kunci  atau  lupa  mengunci  kendaraannya  pada  saat  memarkir, 
dan  memarkir  kendaraan  ditempat  yang  tanpa  pengawasan  
dari  penjaga  parkir  atau  memarkir  disembarang  tempat  atau 
jauh  dari  keramaian.  
“kejahatan bisa terjadi bukan saja karena ada niat si 
pelaku, tapi kejahatan juga bisa terjadi karena ada kesempatan. 
Waspadalah ! “ begitulah slogan yang sering terdengar untuk lebih 
waspada lagi terhadap para pelaku kejahatan dengan tidak 
memberikannya kesempatan untuk menjalankan aksinya.  
Dalam  kasus  pencurian  kendaraan  bermotor  di  kolaka 
dikarenakan  adanya  pendapat  dimasyarakat  kota  kolaka,  
bahwa  kolaka  adalah  kota  yang  aman  dari kejahatan 
khususnya pencurian kendaraan bermotor, akibat pendapat itu 
masyarakat kolaka atau pemilik kendaraan pun menjadi tidak 
khawatir  atau  merasa  aman  ketika  ingin  memarkir 
kendaraannya disembarang tempat. Akibat adanya anggapan 
seperti  itu  kelalaian  dari   para   pemilik   kendaraan  lebih  
banyak  terjadi,  terbukti  dari  hasil  penelitian penulis lakukan 
57 
untuk  kejahatan  pencurian kendaraan bermotor dari tahun 
ketahun  semakin  meningkat,  Sebab  para  pelaku  kejahatan 
lebih  mudah  dalam   melakukan  aksinya. 
    6.    Faktor Lemahnya Penegakan Hukum 
 Tidak  dapat dipungkiri  bahwa  pihak  penegak  hukum 
kadang  menyimpang  dari  nilai-nilai  hukum  yang  sebenarnya, 
dapat  dilihat  dari  beberapa  pelaku  yang  mendapatkan  
hukuman ringan. Akibatnya, begitu keluar dari lembaga 
pemasyarakatan  pelaku  tersebut  mengulangi   perbuatannya.  
Dari hasil penelitian penulis lakukan di RUTAN Kolaka, 
terdapat  pelaku  yang  merupakan  residivis  dengan  kasus  yang 
sama  yaitu  kejahatan  pencurian  kendaraan bermotor. 
Pembinaan  selama  menjalani  hukuman  harusnya dapat 
membuat  para  pelaku  sadar  dan  tidak  mengulangi 
perbuatannya  kembali setelah keluar dari lembaga 
pemasyarakatan  atau  telah  bebas.  
Penulis kemukakan bahwa kesadaran dan keterampilan 
yang  harusnya  dimiliki,  agar  mereka bisa mendapatkan 
pekerjaan yang lebih baik ketika mereka bebas dari penjara, 
sehingga  kejahatan  yang pernah para pelaku kejahatan itu 
lakukan  tidak  terus  diulang dan tidak  menjadikan pekerjaan 
utama  untuk  menghidupi  keluarganya. 
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C. Upaya Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pencurian 
Kendaraan  Bermotor 
            Dalam   upaya  penanggulanagn  kejahatan  pada  
umumnya dilakukan  secara  preventif  maupun represif. Segala 
bentuk kejahatan  dipandang  dari  sudut  manapun harus diberantas 
dan tidak boleh dibiarkan terus terjadi, karena dapat mengganggu 
kesejahteraan dan keamanan bermasyarakat. Namun pada 
kenyataannya, untuk melenyapkan  atau membuat  kejahatan  tidak 
terjadi  lagi  hanya  menjadi  khayalan  belaka,  sebab  selama  masih 
ada  manusia  sebagai  makhluk  sosial  yang mempunyai 
kepentingan  yang  berbeda-beda,  maka  selama  itu  juga  segala 
bentuk  kejahatan  akan  ada. 
           Sebagai  unsur  utama  di dalam sistem  peradilan  pidana 
yang  memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka 
kepolisian  bertanggung  jawab  terhadap  perannya  sebagai  
penegak hukum. Akan tetapi, karena keterbatasan sarana dan 
prasarana dari kepolisian yang berkaitan dalam upaya 
penganggulangan kejahatan  menjadikan tidak efektifnya upaya 
tersebut.   
           Dari  hasil  penelitian  yang  penulis  lakukan  menunjukkan, 
bahwa meskipun kepolisian sering mengalami kendala dalam 
memberantas  kejahatan  termasuk  kejahatan  pencurian  dalam  hal 
ini pencurian kendaraan bermotor dimana kejahatan inilah yang 
penulis  fokuskan,  pihak  kepolisian tetap  terus mengupayakan 
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sesuatu  terhadap  segala  bentuk  kejahatan  agar  tidak  terjadi  lagi 
dan  dapat  ditekan  laju  perkembangannya. 
           Lanjut mengenai upaya kepolisian dalam menanggulangi 
kejahatan  pencurian  kendaraan  bermotor  ini.  Pihak  kepolisian 
lebih mengedepankan tindakan preventif dibandingkan tindakan 
represif,  karena   pencegahan   lebih    baik  dari   pemberantasan. 
Berdasarkan  hasil  wawancara  dengan  Anggota  Reskrim 
Polres  Kolaka Brigadir Jamal P. (wawancara 16 Agustus 2014) 
upaya  Preventif  yang  dilakukan  Polres  Kolaka  adalah: 
1. Pihak  Polres  Kolaka  mengadakan  pengamanan terpadu 
bersama  masyarakat  kota kolaka dengan cara mengadakan 
ronda  malam,  dengan harapan adanya kerja sama dalam 
menjaga keamanan agar dapat setidaknya menghalangi para 
pelaku  dalam  melakukan  aksinya. 
2. Meningkatkan  kinerja  kepolisian,  dengan  melakukan  patroli 
pada  daerah-daerah  yang  rawan terjadinya kejahatan, 
khususnya  kejahatan  pencurian  kendaraan  bermotor. 
3. Membuat spanduk  dan stiker  yang  berisikan  himbauan  kepada 
masyarakat kota  kolaka  agar  lebih  berhati-hati  terhadap  segala 
bentuk  kejahatan  termasuk  kejahatan  pencurian  bermotor,  
yang  dipasang  pada  tempat keramaian atau pusat kota dan 
stiker  dipasang  ditiap  rumah. 
4. Memberikan  penyuluhan  kepada  masyarakat  untuk lebih 
berhati-hati dan selalu menjaga diri maupun menjaga harta 
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kekayaannya  dari  tiap  tindakan  kejahatan.  Menyarankan 
kepada  para  pemilik  kendaraan bermotor  untuk  menggunakan 
kunci pengaman atau alarm.  Dan apabila  mereka  mengalami 
tindakan  kejahatan  segera  melaporkan  ke  kepolisian. 
        Lebih lanjut,  pada  upaya  Represif  yang  dilakukan  Polres  
Kolaka terhadap  kejahatan khususnya pencurian kendaraan bermotor, 
sebagai  berikut:  
1. Melakukan penyidikan terhadap pelaku kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor, apabila terbukti maka kasusnya akan 
dilimpahkan   kekejaksaan    untuk  disidangkan. 
2. Melakukan   penangkapan  dan   pengejaran  terhadap  pelaku  
atau  jaringan pencurian  kendaraan bermotor. Guna 
mempermudah  dalam  hal  penangkapan  dan pengejaran 
terhadap  pelaku  yang berada diluar wilayah kota kolaka, 
kepolisian  kota kolaka menjalin hubungan kerja sama dengan 
kepolisian  daerah  lain. 
3. Mengoptimalkan kinerja dan fungsi Satuan Reskrim dengan 
melakukan  penyelidikan dan  penyidikan terhadap pelaku 
kejahatan  pencurian kendaraan bermotor, mendalami setiap 
modus  pencurian,  serta  melakukan  pemantauan  kepada  para 
residivis. 
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  Untuk  para pelaku kejahatan termasuk pencurian 
kendaraan bermotor   apabila  telah  terbukti   bersalah  kemudian  
divonis  oleh hakim, maka wajib menjalankan putusan hakim tersebut, 
dan dilakukan pembinaan. Pembinaan dilakukan oleh lembaga 
pemasyarakatan,  seperti: 
1. Memberikan  pengetahuan   agama  dengan   cara   salah   
satunya   mendatangkan   penceramah. 
2. Memberikan   penyuluhan   dan  pendidikan  yang  bersifat  umum. 
3. Mengadakan kegiatan kerja bakti dalam lembaga pemasyarakatan. 
4. Memberikan  keterampilan  sesuai  dengan  bakat   masing-masing 
yang  berorientasi  pada  kerajinan tangan.  Seperti  membuat 
kursi,   menjahit,  dan  lain-lain. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
    Berdasarkan uraian di atas maka penulis menarik 
beberapa  kesimpulan.  Antara  lain: 
1. Mengenai faktor-faktor yang menjadi penyebab seorang 
melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor  
khususnya   di  wilayah   hukum   polres   kolaka  adalah: 
a. Faktor Ekonomi 
b. Faktor Pendidikan 
c. Faktor Keluarga 
d. Faktor Lingkungan 
e. Faktor Kelalaian Korban 
f. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum 
2. Sebagai  unsur  utama  didalam  sistem  peradilan  pidana  yang 
memegang peran sebagai alat pengendalian sosial, maka 
kepolisian bertanggung  jawab terhadap perannya sebagai 
penegak  hukum.  Akan  tetapi,  karena keterbatasan sarana 
dan  prasarana  yang  berkaitan  dalam  upaya penanggulangan 
kejahatan  menjadikan  kepolisian  tidak  dapat  lebih  baik 
dalam upayanya tersebut. Meskipun kepolisian sering 
mengalami  kendala  dalam  memberantas   kejahatan  
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termasuk  kejahatan  pencurian  kendaraan bermotor.  pihak 
kepolisian  tetap  berusaha   agar  segala  bentuk  kejahatan 
tidak   terjadi  lagi   dan  dapat   ditekan  laju perkembangannya. 
             Upaya kepolisian dalam menanggulangi kejahatan 
pencurian kendaraan bermotor umumnya dilakukan secara 
preventif maupun represif.  Namun pihak kepolisian lebih 
mengedepankan  upaya  preventif dibandingkan represif, 
karena  pencegahan  lebih  baik  dari  pemberantasan. 
 
B. Saran 
    Sebelumnya telah dijelaskan mengenai penyebab dan 
bagaimana upaya penanggulangan pihak kepolisian terhadap 
kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang mulai banyak terjadi 
khususnya di kota kolaka. Dari beberapa faktor penyebab seorang 
malakukannya sampai pada bagaimana upaya penanggulangan 
oleh pihak kepolisian sudah dijelaskan pada halaman sebelumnya, 
olehnya itu, pada bagian ini penulis akan memberikan beberapa 
saran sebagai berikut: 
1. Untuk pihak kepolisian, seharusnya lebih meningkatkan kerja 
sama dengan masyarakat, agar dalam menindak lanjuti laporan 
kejahatan tidak terjadi keterlambatan. Dan kerja sama itu pula 
dapat membantu pihak kepolisian dalam menjaga keamanan 
pada suatu daerah, sekaligus membantu mengawasi para 
residivis yang telah bebas dari hukumannya. 
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2. Sebaiknya pemberian penyuluhan hukum kepada semua 
lapisan masyarakat yang lebih ditingkatkan, agar masyarakat 
dapat lebih paham, memiliki kesadaran hukum yang lebih baik 
dari sebelumnya dan kewaspadaan terhadap suatu kejahatan. 
3. Ada beberapa hal bagi pemilik kendaraan bermotor, agar dapat 
terhindar dari kejahatan pencurian, yaitu: 
 Memasang kunci pengaman tambahan (kunci gembok) atau 
alarm pada kendaraannya. 
 Memastikan kendaraan terparkir pada tempat yang aman. 
Seperti tempat yang ada penjaganya atau tempat yang 
memiliki kamera keamanan. 
 Salah satu penyebab terjadinya kejahatan pencurian 
kendaraan bermotor, dikarenakan kelalaian pemilik yang 
lupa mengambil kunci kendaraan. Maka sebaiknya pemilik 
memeriksa kunci kendaraan sebelum meninggalkannya 
4. Dalam lembaga pemasyarakatan, seharusnya dapat 
meningkatkan lagi pembinaan terhadap pelaku kejahatan 
mengenai  agama dan  hukum,  serta  diberikan  keterampilan 
yang  dapat  berguna  bagi  kehidupannya  pada  saat  para 
pelaku  kejahatan  ini  telah  selesai  menjalankan  hukumannya 
atau  bebas.  
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